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ABSTRAK

Malapraktik medis merupakan isu serius dalam bidang keschatan yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi pasien dan menurunkan kepercayaan publik terhadap
institusi medis. Rumah sakit dan tenaga medis dapat dianggap bertanggung jawab baik
secara individu maupun kolektif. Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai aspek
hukum yang terkait dengan malapraktik, termasuk pengertian, kriteria, dan jenis-jenis
malapraktik, serta tanggung jawab pidana yang dapat diterapkan kepada rumah sakit
dan tenaga medis. Peneclitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengarvhi penegakan hukum terhadap malapraktik, seperti faktor hukum itu
sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa malapraktik medis
tidak hanya berdampak pada individu pasien tetapi juga dapat merusak kepercayaan
masyarakat terhadap sistem keschatan, serta perlunya regulasi yang lebih jelas
mengenai malapraktik dalam undang-undang kesehatan yang baru disahkan untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pasien serta
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai warga negara Indonesia, setiap individu memiliki hak-hak dasar yang
dijamin oleh konstitusi. Hak untuk mempertahankan hidup, mendapatkan
lingkungan hidup yang baik, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai
adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara tegas dalam Pasal 28A dan
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.! Pasal-pasal ini mencerminkan
komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut sebagai wujud
tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan jaminan konstitusional ini, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap
warga negara dapat menikmati kehidupan yang layak, memiliki akses terhadap
lingkungan yang sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
tanpa diskriminasi. Hak-hak ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan
nasional, di mana kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap

kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

! Andryawan, (2016), “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012)”, Jurnal llmiah IImu Hukum, Volume
14, No. 2, hlm. 2.



Untuk memastikan kepastian hukum terkait hukum kesehatan, pemerintah
melakukan perubahan dalam Undang-Undang Kesehatan. Dengan menggunakan
pendekatan Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tidak hanya
menghapus satu undang-undang, tetapi juga mencabut 11 peraturan perundang-
undangan lainnya, yaitu:?

1. UU Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat;
2. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
8. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
10. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
11. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
Namun pengesahan Undang-Undang Kesehatan terbaru ini memicu berbagai

reaksi dari beragam kalangan. Perdebatan pro dan kontra muncul dari masyarakat

2 Albertus D Soge, (2023), “Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan”, Jurnal
Hukum Caraka Justitia Universitas Proklamasi 45, Volume 3, No. 2, him. 149.



umum hingga tenaga kesehatan dan medis terkait aspek perlindungan hukum yang
diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Perlindungan dan kepastian
hukum sangat penting karena dalam pelaksanaan layanan kesehatan, terdapat
potensi kesalahan atau kelalaian, baik karena kesalahan manusia (human error) atau
situasi yang tidak terduga (force majeure).’

Upaya penyempurnaan Undang-Undang Kesehatan diiringi dengan isu-isu
hukum dan permasalahan di bidang kesehatan, salah satunya yaitu malapraktik.
Malapraktik medis merupakan salah satu isu yang sangat krusial dalam sistem
kesehatan di Indonesia, di mana keselamatan dan kualitas pelayanan medis menjadi
pertaruhan. Fenomena malapraktik ini bukan hanya melibatkan dokter atau tenaga
medis secara individu, tetapi juga bisa melibatkan rumah sakit sebagai institusi.
Konsekuensi dari malapraktik medis dapat sangat merugikan pasien, baik secara
fisik maupun mental, dan sering kali berdampak jangka panjang pada kualitas hidup
mereka. Selain itu, malapraktik juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap
sistem kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pelayanan

kesehatan secara keseluruhan.*

3 Yusuf Daeng, et al, (2023), “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di
Atas Tindakan Malapraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”,
Innovative: Journal of Social Science Research Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Volume
3, No. 6, him. 2-3.

* Ibid., hlm. 4.



Malapraktik tidak diatur secara tegas dalam undang-undang kesehatan, namun
menurut Gunawan Widjaja, malapraktik medis merupakan tindakan yang keliru,
baik akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga
kesehatan lainnya. Tindakan ini dapat terjadi dengan atau tanpa persetujuan, selama
atau akibat dari pemberian pelayanan medis professional sesuai dengan keahlian dan
kompetensi mereka. Jika tindakan tersebut dilanggar dan menyebabkan cedera atau
kerugian bagi pasien, maka pelaku wajib memberikan kompensasi kepada pasien
yang dirugikan.’

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengartikan malapraktik sebagai
bentuk kelalaian yang lebih spesifik, yang merujuk pada individu yang memiliki
pelatihan atau pendidikan khusus dan diharapkan menjalankan tugasnya sesuai
dengan keahlian atau profesinya. Oleh karena itu, malapraktik berkaitan langsung
dengan status profesional seseorang, seperti perawat, dokter, atau penasihat hukum.
Untuk membuktikan adanya malapraktik, ada empat elemen yang harus dibuktikan:
Kewajiban (duty), Pelanggaran terhadap kewajiban (breach of duty), Terjadinya

cedera (injury), dan Hubungan sebab-akibat (proximate cause).®

3 Siti Rokayah & Gunawan Widjaja, (2022), “Kelalaian (Negligence) dan Malapraktik Medis”,
Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 5, No. 1, him. 466.

® Deny Gunawan, (2022), “Kelalaian — Malpraktek dalam Asuhan Keperawatan”,
https://yankes.kemkes.go.id/view _artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan,
diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pada pukul 16.31 WIB.




Menurut Vestal, terdapat empat elemen yang harus dibuktikan untuk mengonfirmasi
terjadinya malapraktik:’

1. Kewajiban (duty): Elemen ini mengacu pada tanggung jawab profesional yang
dimiliki oleh seorang praktisi ketika cedera terjadi. Kewajiban tersebut
mencakup penggunaan pengetahuan dan keterampilan untuk menyembuhkan
atau setidaknya meringankan penderitaan pasien sesuai dengan standar profesi.
Misalnya, perawat di rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melakukan
penilaian yang akurat terhadap pasien, memberikan perawatan keperawatan
yang sesuai, serta menyesuaikan asuhan keperawatan profesional dengan
kondisi klien yang berubah.

2. Pelanggaran Kewajiban (breach of duty): Pelanggaran terjadi ketika seorang
profesional menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar
profesinya. Contoh pelanggaran ini termasuk kegagalan perawat untuk
memenuhi standar keperawatan yang ditetapkan oleh kebijakan rumah sakit,
atau gagal mencatat dan melaporkan hasil penilaian kondisi pasien, seperti
tingkat kesadaran saat masuk.

3. Cedera (injury): Elemen ini merujuk pada kerusakan atau cedera yang dialami
oleh individu. Jika cedera tersebut disebabkan oleh pelanggaran kewajiban,

maka individu yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut secara hukum.

" Vestal, K. W, (1995), Nursing Management; Concepts and Issues (2nd ed.), Philadelphia: J.B.
Lipincott Company.



4. Hubungan Sebab-Akibat (proximate cause): Elemen ini menunjukkan bahwa
pelanggaran kewajiban berkontribusi atau menyebabkan cedera pada pasien.
Contohnya, kegagalan dalam menggunakan prosedur pengaman yang tepat
yang mengakibatkan pasien jatuh atau mengalami patah tulang.

Tindakan malapraktik medis dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:®

1. Malapraktik Etik

Malapraktik etik terjadi ketika seorang tenaga medis melakukan tindakan
yang bertentangan dengan standar etika kedokteran.” Contohnya termasuk
meminta bayaran yang tidak wajar, mengambil alih pasien tanpa persetujuan
dari rekan sejawat, memberikan pelayanan yang tidak memenuhi standar
profesi, atau mengeluarkan surat keterangan palsu.

2. Malapraktik Yuridis

Malapraktik yuridis adalah jenis malapraktik yang terkait dengan
pelanggaran hukum formil. Malapraktik yuridis ini terbagi lagi menjadi tiga

jenis:!?

8 Tim Kumparan, (2023), “Apa Itu Malapraktik dalam Dunia Medis?”,
https://kumparan.com/kabar-harian/apa-itu-malapraktik-dalam-dunia-medis-ini-pengertian-jenis-dan-
contohnya-21JrdziHDMr diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pada pukul 17.24 WIB.

% Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto, & Rehnalemken Ginting, (2016), “Penegakan Hukum
Malapraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal”, Jurnal Hukum Yustisia Fakultas Hukum UNS, Volume
5, No. 1, hlm. 89.

10 M. Muchtar, (2016), Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Perspektif Profesi Bidan dalam
Pelayanan Kebidanan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm, 177.




a. Malapraktik Perdata
Ini terjadi ketika ada pelanggaran yang menyebabkan tidak
terpenuhinya isi perjanjian dalam hubungan terapeutik antara tenaga
kesehatan dan pasien, atau ketika tenaga medis melakukan perbuatan yang
melanggar hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien.!!
b. Malapraktik Pidana
Malapraktik pidana terjadi ketika pasien mengalami kematian atau cacat
akibat kelalaian atau kurangnya ketelitian dari tenaga kesehatan dalam
memberikan perawatan.!?
c. Malapraktik Administratif
Malapraktik administratif terjadi jika seorang tenaga medis melanggar
aturan hukum administrasi negara, seperti melakukan praktik tanpa izin
yang sah atau melanjutkan praktik dengan lisensi yang sudah
kadaluwarsa.'?
Ada tiga elemen krusial yang saling berkaitan dalam menilai tindak
malapraktik: pertama, adanya tindakan yang bertentangan dengan norma yang

berlaku, baik itu norma hukum, etika, atau standar profesi; kedua, tindakan tersebut

"' Dimas Cahyo Widhiantoro, (2021), “Aspek Hukum Malapraktik Kedokteran Dalam
Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Lex Privatum, Volume 9, No. 9, him. 104.

12 Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara,
(2021), “Akibat Hukum Malapraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis”, Jurnal Interpretasi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Volume 1, No. 1, him. 10.

13 Diana Haiti, (2017), “Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malapraktik Medik
Ditinjau Dari Hukum Administrasi”, Badamai Law Journal Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, Volume 2, No. 2, hlm. 7.



dilakukan karena kelalaian atau kesalahan yang dapat dihindari jika tenaga medis
bertindak sesuai dengan standar yang berlaku; dan ketiga, tindakan ini harus
menyebabkan kerugian yang nyata bagi orang lain, di mana kerugian tersebut diakui
secara hukum sebagai pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.'4
Pentingnya elemen-elemen ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku yang
terbukti melakukan malapraktik harus bertanggung jawab secara hukum, baik
melalui kompensasi kepada korban maupun sanksi hukum lainnya. Dalam proses
hukum, setiap tindakan yang melanggar norma, terutama jika disebabkan oleh
kelalaian, akan diperiksa secara cermat untuk menentukan apakah ada hubungan
langsung antara tindakan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh pasien, dan
apakah tindakan tersebut layak dikenai sanksi hukum sebagai bentuk tanggung
jawab profesional.

Rumah sakit sebagai entitas yang berfungsi dalam kapasitas korporasi berbadan
hukum, memainkan peran penting dalam konteks hukum pidana di Indonesia.
Dalam sistem hukum, rumah sakit diakui sebagai subjek hukum pidana yang
memiliki status khusus, berbeda dari individu atau entitas hukum lainnya.
Kekhususan ini tidak hanya mencakup perbedaan dalam cara rumah sakit dianggap
bertanggung jawab di mata hukum, tetapi juga dalam jenis pelanggaran yang dapat
dikenakan padanya. Tidak seperti individu yang dapat dikenai sanksi atas tindak

pidana personal yang melibatkan tindakan langsung, kesengajaan, atau kelalaian

14 Eko Pujiyono, (2023), “Restatement Kelalaian dalam Malapraktik Medis”, Jurnal Perspektif
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Volume 23, No. 1, him. 132.



individu, rumah sakit hanya dapat dikenai sanksi atas tindak pidana yang bersifat
fungsional.'3

Tindak pidana fungsional ini mencakup kejahatan atau pelanggaran yang terjadi
bukan karena tindakan langsung seseorang di dalam rumah sakit, melainkan akibat
dari kegagalan institusional dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsi-fungsi
yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini bisa berupa
kegagalan untuk mematuhi standar operasional yang ditetapkan oleh undang-
undang, atau kelalaian dalam memastikan bahwa prosedur keselamatan dan
kesehatan diterapkan secara benar di seluruh tingkat operasional rumah sakit.'®

Contoh spesifik dari tindak pidana fungsional ini bisa meliputi situasi di mana
rumah sakit gagal memastikan bahwa alat-alat medis yang digunakan dalam
prosedur operasi telah disterilisasi dengan benar, atau ketika rumah sakit tidak
memberikan pelatihan yang memadai kepada staf medis mengenai prosedur
penanganan darurat.!” Kegagalan dalam aspek-aspek ini, meskipun tidak melibatkan
niat jahat atau kesengajaan dari individu tertentu, tetap dapat menyebabkan
konsekuensi yang serius, baik bagi pasien maupun bagi reputasi dan keberlanjutan

operasional rumah sakit.

'S Hasrul Buamona, (2016), “Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit”, Jurnal Hukum
Novelty, Volume 7, No. 1, hlm. 109.

16 Agus Surono, (2016), Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit, Jakarta: UAI Press
Universitas Al Azhar, hlm. 130.

17 Ibid.
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Rumah sakit sebagai subjek hukum pidana juga diharapkan untuk memiliki
mekanisme internal yang kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana fungsional.
Ini berarti bahwa manajemen rumabh sakit harus secara aktif melakukan pengawasan,
memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku, dan mengambil
tindakan korektif segera jika ditemukan adanya pelanggaran. Kegagalan dalam
menjalankan fungsi-fungsi ini tidak hanya dapat mengakibatkan sanksi hukum,
tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar, serta merusak
kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan rumah sakit untuk memberikan
pelayanan yang aman dan berkualitas.'® Dengan demikian, status rumah sakit
sebagai subjek hukum pidana yang khusus menekankan pentingnya tanggung jawab
korporasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh hukum. Ini mencerminkan peran krusial rumah sakit dalam
melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan
dengan tingkat profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Peran rumah sakit dan tenaga medis dalam kasus malapraktik menjadi sangat
krusial, karena keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik
dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi jika terbukti melakukan
kesalahan atau kelalaian. Tanggung jawab pidana muncul ketika terdapat kesalahan

profesional, seperti kesalahan dalam proses diagnosis atau dalam penerapan metode

'8 Fachri Eka Saputra & Muhammad Najib Murti, (2020), “‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kegagalan Jasa di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu dan Dampaknya Pada Perilaku Komplain Pasien”,
Jurnal The Manager Review Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, hlm. 72.
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pengobatan dan perawatan. Dalam hukum pidana, kesalahan atau kelalaian selalu
berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh
individu yang bertanggung jawab, terutama ketika individu tersebut menyadari
implikasi dari tindakannya, memahami bahwa tindakannya tidak sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk menetapkan
niat atau kehendaknya dalam bertindak. Kecerobohan, kelalaian, atau yang dikenal
sebagai "culpa," adalah jenis kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi akibat
kurangnya kehati-hatian, sehingga sesuatu terjadi secara tidak sengaja. Meskipun
undang-undang tidak memberikan definisi yang spesifik untuk "culpa", Pasal 359
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
(KUHP) mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain."”
Istilah "Deelneming" berasal dari bahasa Belanda yang berarti "penyertaan."
Penyertaan ini merujuk pada partisipasi atau keterlibatan seseorang, baik dari segi
psikologis maupun fisik, dalam suatu tindakan yang mengarah pada tindak pidana.?°
Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang
Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai keterlibatan satu atau lebih individu

dalam pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian,

1 T. Muhammad Alfis Syahrin & Nursiti, (2023), “Penyertaan Dalam Tindak Pidana
Malapraktik Tenaga Kesehatan Yang Mengakibatkan Kematian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Meulaboh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala, Volume 7, No. 4, hIm. 624.

20 Rendratopan, (2023), “Mengenal Istilah Deelneming”,
https://rendratopan.com/2023/01/18/mengenal-istilah-deelneming/ diakses pada tanggal 21 Agustus
2024, pada pukul 13.59 WIB.
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individu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dapat dikenai hukuman, selain
dari pelaku utama tindak pidana tersebut.

Rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang menyediakan layanan
kesehatan, rumah sakit memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas
kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu mengelola kegiatan mereka
dengan menekankan tanggung jawab para profesional yang kompeten di bidangnya.
Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian
yang dialami pasien akibat malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis.

Rumah sakit dan tenaga medis yang seharusnya menjadi salah satu tempat
kepercayaan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik,
namun justru bekerjasama untuk melakukan tindakan malapraktik demi kepentingan
individu. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul
“Analisis Tindak Pidana Malapraktik yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan
Tenaga Medis secara Bersama-Sama menurut Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang

menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit dan tenaga medis
dalam tindak pidana malapraktik yang dilakukan secara bersama-sama menurut

peraturan perundang-undangan di Indonesia?
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2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap
malapraktik yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga medis secara bersama-

sama?

C. Tujuan Penelitian

Dari melihat permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai
berikut:

1. Mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit
dan tenaga medis dalam tindak pidana malapraktik yang dilakukan secara
bersama-sama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum terhadap terjadinya malapraktik yang dilakukan oleh rumah sakit dan

tenaga medis secara bersama-sama.

D. Manfaat Penelitian

Dari melihat permasalahan diatas maka penulis berharap semoga penulisan ini

memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberikan pengetahuan,
membuka wawasan pembaca, serta dapat dijadikan referensi dalam
perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum yang berkaitan

dengan hukum kesehatan.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit
Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi rumah sakit
untuk meningkatkan dan menyempurnakan prosedur standar operasional
dan protokol sehingga dapat mengurangi risiko kejadian malapraktik.

b. Bagi Tenaga Medis
Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi tenaga medis untuk
memahami peraturan hukum terkait malapraktik serta dapat lebih waspada
dalam menjalankan tugasnya sehingga mengurangi risiko terlibat dalam
kasus malapraktik sekaligus melindungi diri dari potensi hukuman pidana.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum
Penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para aparat penegak
hukum untuk menangani dan memberikan sanksi pidana yang tepat untuk
kejahatan malapraktik yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga medis
secara bersama-sama yang terjadi di masa depan.

d. Bagi Penulis
Penulisan ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan bagi penulis untuk
menyelesaikan studi di program sarjana strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul masalah dalam penelitian yang telah disebutkan di atas,
ruang lingkup kajian analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya
pada tindak pidana malapraktik yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga medis

secara bersama-sama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah penyusunan secara sistematis dari berbagai teori dasar
yang relevan, fakta, dan hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari literatur
terbaru. Literatur tersebut mencakup teori, konsep, atau pendekatan terkini yang
berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat menghindari
duplikasi penelitian.?! Kerangka teori ini digunakan untuk membantu penulis dalam
menyusun dasar penelitian agar langkah-langkah yang diambil selanjutnya menjadi
lebih jelas dan konsisten. Teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini
meliputi:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai responsibility atau
criminal liability. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi
juga melibatkan norma-norma moral atau etika yang berlaku dalam masyarakat

atau kelompok-kelompok sosial. Tujuannya adalah memastikan bahwa

2! Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2016), Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Depok : Prenadamedia Group, hlm. 176.
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pertanggungjawaban pidana dijalankan dengan keadilan.??
Pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah seorang
tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang telah
dilakukan. Dengan kata lain, konsep ini menentukan apakah individu tersebut
akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai
penerusan dari celaan objektif yang melekat pada suatu tindak pidana, serta
secara subjektif memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman karena perbuatannya
tersebut.’> Celaan objektif merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh
seseorang yang dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum
materil. Sementara itu, celaan subjektif mengacu pada pelaku yang melakukan
perbuatan terlarang tersebut, atau dengan kata lain, orang yang melakukan
tindakan yang bertentangan dengan hukum. Jika suatu tindakan dianggap
tercela atau terlarang, tetapi individu tersebut memiliki kondisi yang
menyebabkan dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka
pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberlakukan.

Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana didasarkan pada
asas legalitas, sedangkan pemidanaan pelaku didasarkan pada kesalahan. Ini

berarti bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika

22 Hanafi Amrani & Mahrus Ali, (2015), Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta:
Rajawali Press, hlm. 16.

23 Roeslan Saleh, (1986), Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta:
Ghalia Indonesia, him. 33.
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ia telah melakukan perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Pada intinya,
pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk
menanggapi pelanggaran terhadap perbuatan tertentu yang telah ditetapkan
sebelumnya.?*

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yaitu geen
straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena
itu, untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana harus dipenuhi
beberapa unsur, antara lain:?®
a. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum);

b. Ada perbuatan (baik aktif maunpun pasif);

c. Ada kesalahan (baik sengaja/dolus maupun kealpaan/culpa);

d. Mampu bertanggungjawab (tidak alasan pemaaf dan tidak ada alasan
pembenar);

e. Bersifat melawan hukum.

Pertanggungjawaban individu menurut teori tradisional, orang dianggap
sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban hukum atau hak. Jika hak ini
dipahami tidak hanya sebagai hak refleks, melainkan sebagai wewenang hukum

untuk memastikan kewajiban hukum dipenuhi, maka individu berpartisipasi

24 Chairul Huda, (2006), Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

% Diah Gustiniati Maulani, (2013), “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, Fiat Justitia Jurnal llmu
Hukum Universitas Lampung, Volume 7, No. 1, hlm. 4-5.
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dalam penciptaan keputusan pengadilan yang membentuk norma individual
yang memberikan sanksi sebagai reaksi atas tidak terpenuhinya suatu
kewajiban. Dengan demikian, jika seseorang individu dianggap sebagai subjek
kewajiban hukum atau memiliki kewajiban hukum, maka berarti perilaku
tertentu dari individu tersebut merupakan isi dari kewajiban yang ditetapkan
secara hukum.?®

Pada perspektif kemampuan bertanggung jawab, hanya individu yang
memiliki  kemampuan  bertanggung jawab yang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas tindakannya. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan

merupakan dasar dalam pertanggungjawaban pidana.?’

Oleh karena itu,
pemidanaan individu yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ancaman
hukuman yang berlaku bergantung pada apakah ia memiliki kesalahan dalam
melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Pertanggungjawaban korporasi atau
badan hukum mencakup tanggung jawab individu maupun kolektif.

Menurut Hans Kelsen, seperti yang dijelaskan dalam buku Jimly
Asshiddiqie, perlu dibuat perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan
pertanggungjawaban hukum. Ini karena sanksi tidak hanya diberikan kepada

pelaku tindak pidana (deliquent), tetapi juga kepada individu yang secara

hukum terkait dengan tindak pidana tersebut, dengan hubungan tersebut

26 Meoljanto, (2015), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, him. 48.

27 Ahda Muttagin, et al, (2023), “Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap
Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis”, Law Journal Universitas
Bengkulu, Volume 8, No. 1, hlm. 35.
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ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggungjawaban individual maupun
kolektif dapat diberlakukan, mengingat bahwa tidak ada individu dalam
masyarakat yang sepenuhnya independen. Bahkan, mempertentangkan antara
individu dan kolektif adalah sebuah dalil ideologis dari sistem liberal yang
harus diposisikan sama dengan dalil-dalil ideologi komunitas. Ketika sanksi
tidak diberikan kepada deliquent, tetapi kepada individu yang memiliki
hubungan hukum dengan deliquent, maka pertanggungjawaban individu
tersebut memiliki karakter absolut. Pertanggungjawaban kolektif juga selalu
merupakan pertanggungjawaban absolut.?®

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada teori yang
menyatakan bahwa korporasi atau badan hukum dapat dimintai
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, sama seperti individu
atau pengurusnya. Namun, ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa
dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang bertanggung
jawab sebenarnya adalah individu-individu dalam organisasi atau badan hukum
tersebut, karena mereka yang bertanggung jawab atas operasional dan kegiatan
usaha korporasi sehingga harus menanggung pertanggungjawaban atas tindak
pidana tersebut.

Dalam kaitannya dengan teori pertanggungjawaban pidana (criminal

liability) dari sudut pandang identification theory, vicarious liability, maupun

28 Jimly Asshiddigie, (2006), Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal
& Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, him. 63.
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strict liability, terdapat beberapa pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban
pidana terkait tindak pidana, baik itu pimpinan korporasi (factual leader)
maupun individu yang memberikan perintah (instrumentation giver). Keduanya
bisa dikenakan pertanggungjawaban secara bersamaan. Dengan demikian,
sanksi pidana tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik yang dilakukan, tetapi
juga pada peran atau fungsi yang mereka emban dalam korporasi. Dalam
hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi bisa diterapkan
berdasarkan beberapa teori pertanggungjawaban pidana berikut ini:?°
a. Teori Strict Liability
Korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang secara fisik
dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil, atau karyawannya.
Dalam hukum pidana, "strict liability" berarti bahwa niat jahat atau "mens rea"
tidak perlu dibuktikan terkait satu atau lebih unsur yang menunjukkan sifat
melawan hukum atau "actus reus," meskipun niat, kelalaian, atau pengetahuan
mungkin diperlukan untuk unsur-unsur tindak pidana lainnya.
b. Teori Vicarious Liability
Menurut teori ini dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas
apa yang telah dilakukan oleh bawahannya. Prinsip hukum "vicarious liability"

didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang bertanggung jawab atas

2 Rodiyah, Any Suryani & Lalu Husni, (2020), “Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Kompilasi Hukum
Fakultas Hukum Mataram, Volume 5, No. 1, hm. 200-202.
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tindakan yang dilakukan oleh orang lain, terutama ketika keduanya terlibat
dalam suatu kegiatan gabungan atau bersama. Doktrin ini secara tradisional
berasal dari sistem hukum "common law" dan dikenal sebagai "respondeat
superior," yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari "doctrine of
agency," di mana atasan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh
bawahannya.
c. Teori Identification

Pertanggungjawaban pidana langsung atau "direct liability" (yang juga
dikenal sebagai nonvicarious liability) menyatakan bahwa para pejabat senior
korporasi, atau individu yang diberi delegasi wewenang oleh mereka,
diperlakukan sebagai representasi langsung dari korporasi itu sendiri dalam
situasi tertentu. Akibatnya, tindakan dan niat mereka dianggap langsung
mencerminkan tindakan dan niat korporasi. Prinsip ini memungkinkan ruang
lingkup tindak pidana yang lebih luas yang dapat dilakukan oleh korporasi,
dibandingkan dengan yang diatur oleh doktrin "vicarious liability". Teori ini
menyatakan bahwa tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh pejabat senior
dianggap sebagai tindakan atau kesalahan korporasi.

Teori ini membantu penulis untuk menganalisis pertanggungjawaban
pidana terhadap rumah sakit dan tenaga medis sebagai pelayanan keschatan?®

yang telah melakukan pelanggaran hukum, untuk menanggung kerugian atau

30 Febi Irianto, (2021), “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi
Pelayanan Kesehatan”, Jurnal Sol Justicia Lembaga Bantuan Hukum Qisth Palembang, hlm. 164.
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menjalani sanksi akibat kesalahannya. Teori ini memberikan kerangka
konseptual yang memadai untuk menilai dan menentukan pihak mana saja yang
harus bertanggung jawab dalam kasus hukum yang terjadi dalam terjadinya
malapraktik. Pada teori penelitian ini, penulis akan menggunakan teori
vicarious liability untuk membantu penulis menjawab rumusan masalah

pertama pada penelitian ini.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah proses
menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-
kaidah hukum serta pandangan yang sudah mapan, kemudian menerapkannya
dalam bentuk sikap dan tindakan. Hal ini merupakan upaya akhir dari
penjabaran nilai-nilai tersebut dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam
interaksi sosial.’! Jimly Asshiddigie menyatakan bahwa penegakan hukum
merupakan proses di mana upaya dilakukan untuk memastikan bahwa norma-
norma hukum dapat berjalan secara efektif dan nyata, sehingga dapat berfungsi
sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum di kehidupan

masyarakat dan negara.>?

31 Naufal Akbar Kusuma Hadji, (2022), “Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif
Sosiologi Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, No. 2, him. 228.

32 Jimly Asshiddigie, (2012), “Makalah Penegakan Hukum”
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf, diakses
pada tanggal 7 September 2024 pada pukul 15.12 WIB.
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Penegakan hukum dapat dipandang dari dua perspektif: subjek dan
objeknya. Dari sudut subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai
pihak, baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, semua subjek
hukum yang terlibat dalam hubungan hukum berperan dalam penegakan
hukum. Siapa pun yang mengikuti norma atau aturan hukum yang berlaku, baik
dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, telah berpartisipasi dalam
penegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum lebih merujuk pada
upaya aparat penegak hukum tertentu yang bertanggung jawab untuk
memastikan aturan hukum dilaksanakan dengan benar. Aparat ini, jika
diperlukan, memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan dalam
menjalankan tugasnya. Dari sudut objek, penegakan hukum juga dapat dilihat
secara luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya
melibatkan penerapan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai
keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan
hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan formal dan tertulis.*3

Penegakan hukum mencakup tiga elemen utama. Pertama, kepastian
hukum (rechtssicherheit), yang berarti bahwa hukum harus diterapkan
sebagaimana mestinya tanpa penyimpangan. Seperti pepatah mengatakan,
"meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan" (fiat justitia et pereat

mundus). Kepastian hukum ini penting karena hukum bertujuan untuk menjaga

33 Hasaziduhu Moho, (2019), “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian
Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, Jurnal Wirata Universitas Dharmawangsa, Edisi 59, hlm. 5.
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ketertiban dalam masyarakat. Kedua, kemanfaatan (zweekmassigkeit), di mana
pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, karena
hukum ada untuk manusia. Penegakan hukum tidak boleh justru menimbulkan
keresahan di tengah masyarakat. Ketiga, keadilan (gerechtigheit), yang
menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, mengingat hukum
bersifat umum dan berlaku untuk semua orang. Namun, hukum tidak selalu
sama dengan keadilan, karena keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan
tidak selalu menyamaratakan.*

Milieurecht, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri,
berpendapat bahwa penyidikan dan penerapan sanksi administrasi atau pidana
merupakan tahap akhir dari proses penegakan hukum. Sebelum sampai pada
tahap tersebut, yang perlu dilakukan adalah penegakan preventif, yaitu
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini
bertujuan memberikan pemahaman, saran, dan pendekatan bijaksana untuk
meyakinkan seseorang agar beralih dari perilaku melanggar ke kepatuhan

terhadap ketentuan yang berlaku.?

3*Wicipto Setiadi, (2018), “Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam
Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, Majalah Hukum Nasional, Volume 48, No. 2, hIm. 6-
8.

3% Widyanani, (2018), “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pencemar Lingkungan
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, Jurnal Kapemda Stisip Banten, Volume 12, No. 7,
hlm. 127.
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Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang
menentukan efektivitas penegakan hukum, antara lain:3¢

a. Faktor hukum itu sendiri. Beberapa kendala dalam penegakan hukum yang
berasal dari undang-undang antara lain, tidak diikutinya prinsip-prinsip dasar
penerapan undang-undang, kurangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan,
dan ketidakjelasan dalam bahasa undang-undang yang menyebabkan aturan
tersebut dapat diartikan secara luas atau kurang tepat.

b. Faktor penegak hukum. Penegakan hukum dapat terganggu ketika ada
perbedaan antara peran yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum (sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan peran yang benar-benar
dilakukan dalam praktik. Penerapan peran yang ideal ini seringkali sulit karena
penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelompok
kepentingan atau opini publik yang dapat berdampak positif maupun negatif.

c. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan prasarana yang memadai juga berperan
penting dalam penegakan hukum, seperti ketersediaan sanksi, proses
penanganan kasus, dan teknologi untuk mendeteksi kejahatan. Sumber daya
yang diinvestasikan dalam program pencegahan dan pemberantasan
pelanggaran hukum sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kepastian
penegakan hukum, yang diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum

secara efisien.

36 Rai Igsandri, (2022), “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia”,
Journal of Criminology and Justice Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Volume 2, No. 1, hlm. 2.
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d. Faktor masyarakat. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik
mengenai hukum, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka
serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi
kepentingan mereka.

e. Faktor budaya. Budaya hukum meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang
berlaku. Agar hukum dapat diterapkan secara efektif, hukum tersebut harus
mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Teori ini akan membantu penulis dalam memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum terhadap malapraktik yang dilakukan oleh rumah
sakit dan tenaga medis secara bersama-sama. Teori ini juga akan memberikan
pandangan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana proses penegakan
hukum dapat dipengaruhi oleh kondisi fasilitas yang tersedia, serta bagaimana
undang-undang dan kebijakan yang ada saat ini mampu menjamin perlindungan

hukum yang efektif bagi korban malapraktik.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pola pikir tertentu untuk menganalisis fakta-fakta hukum
yang ditemukan atau diperoleh dengan tujuan mencari solusi atas masalah yang

ada.’” Sementara itu, metode penelitian adalah alat yang digunakan dalam

37 Willa Wahyuni, (2023), “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-
1t6458efc235241/, diakses pada tanggal 5 September 2024, pada pukul 21.38 WIB.
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pengembangan ilmu pengetahuan, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan
yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data

yang akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan hukum di
atas adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan undang-undang atau penelitian hukum doctrinal serta meneliti
bahan pustaka atau data sekunder yang telah ada sebelumnya atau penelitian
kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang
menganalisis hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat,

serta menjadi pedoman bagi setiap perilaku individu.®

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah,
memahami, dan mempelajari secara mendalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.’* Tujuan dari

pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif

38 Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm. 29.
39 Peter Mahmud Marzuki, (2021), Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, hlm. 133.
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tentang aturan hukum yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut
diterapkan dalam konteks tertentu.

b. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep
hukum yang mendasari permasalahan yang dibahas. Konsep yang akan
dikonstruksikan peneliti tersebut diperoleh melalui kegiatan penelusuran
sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep
tuchrecht yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan
ensiklopedi hukum.*® Pendekatan ini melibatkan penelaahan teori-teori
hukum dan pemikiran-pemikiran hukum yang terkait, dengan tujuan untuk
memahami latar belakang dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar
peraturan yang dianalisis. Dengan demikian, pendekatan konseptual
memungkinkan peneliti untuk melihat permasalahan hukum dari perspektif
yang lebih luas dan teoritis, sehingga dapat memberikan analisis yang lebih
mendalam dan menyeluruh.

Kombinasi dari kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan
hasil penelitian yang lebih akurat dan bermanfaat dalam menjawab

permasalahan yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

40 Nur Solikin, (2021), Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: Qiara Media, him.
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen
resmi negara.*! Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang

Hukum Pidana;

3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer.*? Sementara Peter Mahmud
menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokume resmi.* Bahan hukum sekunder

yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Buku teks;
2. Jurnal;

3. Majalah;
4. Tesis;

5. Wawancara

4l Muhaimin, Op.cit., hlm. 59.
42 Ibid., hlm. 61.
43 Peter, Op.cit., hlm. 145.
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a) Wawancara Dokter:
1) Dokter Muhammad Ayus Astoni, Sp.PD K-GEH, FINASIM.
2) Dokter Masayu Rita Dewi, SpA(K), MARS.
3) AKBP Dokter Mansuri, Sp.FM.
4) Dokter Nur Adibah, Sp.FM.

b) Wawancara Aparat Penegak Hukum:
1) Jaksa Murni, S.H., M.M.

c.  Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder. Bersumber dari artikel internet, ensiklopedia umum, dan lain-
lain. Fungsinya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum

primer dan sekunder.**

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik
studi kepustakaan dan Wawancara.
a. Teknik Studi Kepustakaan
Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dan referensi dari
berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam

pelaksanaannya, peneliti akan menelusuri buku, jurnal, artikel, dan

4 Muhaimin, Op.cit., hlm. 62.
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dokumen-dokumen lain yang dapat memberikan wawasan mendalam
mengenai isu yang diangkat.*> Dengan menggunakan Teknik Studi
Kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi teori-teori yang telah ada,
serta analisis dan temuan dari penelitian sebelumnya.
Wawancara

Untuk menunjang bahan yang diperlukan, penelitian ini akan
melakukan wawancara. Menurut pendapat dari Sugiyono wawancara
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstuksikan makna dalam suatu
topik tertentu.*® Wawancara ini akan melibatkan beberapa tenaga medis
ataupun ahli dalam bidang kesehatan dan hukum, serta aparat penegak

hukum.

Melalui kajian literatur dan wawancara yang komprehensif, peneliti

diharapkan dapat merumuskan argumen yang kuat serta rekomendasi yang

berbasis pada bukti yang solid.

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder,

akan dikelola menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses ini melibatkan

pengorganisasian data yang diperoleh secara sistematis, diikuti dengan analisis

4 Widodo, (2018), Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Depok: RajaGrafindo Perkasa,

hlm. 75.

46 Sugiyono, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta,

hlm. 231.
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yang dilakukan secara kualitatif dan menyeluruh dengan mengacu pada

sumber-sumber literatur.*’

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses penarikan kesimpulan penelitian ini, penulis menerapkan
metode deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari
pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih spesifik,*3

sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

47 Fenti Hikmawati, (2017), Metodologi Penelitian, Depok: RajaGrafindo Perkasa, him. 88.
48 Sufriadi Ishak, (2023), “Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam”,
Jurnal Al-Mizan lai Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, Volume 10, No. 1, hlm. 16.
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